
PEMIERINTAH REPUBL:K lND101NES:A

PER:ZINAN BERUSAHA BERBASiS R:SlKO
NOMOR INDUK BERUSAHAl1702220013972

80rdaSarkan t」 ndan9-t」 ndang l｀ lornor ll Tahu酔 2020 tentang([):pta lく eりa,Pernerintah I■epubijk indonesia rrlenerbitkatt NOrnOr induk
8eruSaha(N:8)kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alarirat Karrior

No.Telepon
Emali
3.Status PenanaFΥ aヽn卜綺Oda:
4.Kode lく lasifikasi Baku L8pang811t」 saお 8 1ndonesia

(K8Li)
5.Slala usaha

:Badan Hukum Sela;o PT KB CAHAYA BUNDA
:8む SUN1 0顧SA BABAT RAttBA JAYA′ Desa/Ke:じ raha織 8議at R帥じa
Jaya:Kec.Babat Supat,Kab.1購 usi Banyuasin,ProviRsi Sumatera
Selatan,
Kode Pos:30755
:081278968525
:kbCahayabunda(D9rnall.00rll
:PrulDN
:Lihat La驚 、p:′3n

:こ」saha風燿ikro

NIB ini be‖akじ  di seluruh witayah Republ:k indOnesia setama rnerl」 atankan ke91atan usaha dan ber:aku sebagai hak akses
kepabeanan, pettda■ararl kepeSertaan iaminan SOSial keSehatian dan iaFTlinan SOSiat keteRagakettaa8, Serta bじ kti pernOnじhan
lapOttn pettama.Walib Lapor Ke撼 織agakeriaan di perusahaan(鴇

`LKP).

Peiaku tJsaha denga瞼  !ヽ 1【3 tersobut di atas dapat nlelaksanakan ke9iatan むerusaha sebagai磨 la8a ter:arnpir de嶼 9an tetap
rnerrlperhatikan kete,tuen peretOran perundang―undangan.

1)iterbitkan di Jakatta,tan99ali 1 7 Februari 2022

*lenteri lnvestasil
Kepatra Badan Koordinasi Penanaman Mcdai"

Ditanrlatan gan i secara eiektron ik

IE)icetak tan9gali tア i=ebruari 2022

1' 8*kunen i*i tiiterbitkas sislem C-qS berdasarkan data dari Peiaku dsaia, tersimpal r:raiarn srste,* CSS, yang menjaui lanEgunE jat\tab
Pelaka Usaha.

2. Dalaft| hal teriadi kekeliruan isi dckumen ini akan dilakukan perbaikan sebagainana ffjestinya.
3. ,cki]rnen rn, teian dttandatafisa!?r secara etektrcnik ,rlenggunakan ser+#ikaietektronr* yang d*erbitkan cteh BSrf.-gSSnJ.4. Data leftgkap ?eriz{nan F'erusalta dapat diperoleh aeralu, sislen? oss menggmakan hek akses.
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DINAS PE
PEMERIN〒AH KABUPATEN MUSIBANYUASiN
NANAMANIM10DAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PiNTU

Jalan i3upati Oesman i3akar Kel.Serasan Jaya lく ec.Sekayu
Kode Pos 3071l Su:γlatera Selatan

巨mail d壼
=墓
塁豊激轟無理型曇登‐`豊登_菫豊」釜 Website:興 ぶ婆獲聖蔓笙p」迎豊撻塁1蟹奎転基≦L褻

KEPUTUSAN KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU P:NTU KABUPATEN MUSI BANYUASiN
NOMOR 10094′ lPNF′DPMPTSP‐ iV′V′2022

TENTANG
PEMBER:AN iZ:N PENYELENCCARAAN SATUAN PENDiD:KAN NON FORMAL

KEPADA KB CAHAYA BUNDA
D:JLN.PALEMBANG‐ JAMB:KM 102 DESA BABAT RAMBA JAYA
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN M‐ USi BANYUASIN

KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P:NTU
KABUPATEN MUSi BANYUASIN

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan surat KB CAHAYA BUNDA (SdT.RATNA) Nomor

: 018/KBCB12O22 tanggal 2 Februari 2A?2 perihal PERMOHONAN

PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON

FORMAL);

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan

partisipasi masyarakat berupa lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non

Formal Kelompok Bermain (KB);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis lzin

Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 103/BAP/DPMPTSP-

lVt2O22 tanggal 20 Mei 2A22, KB CAHAYA BUNDA layak untuk diterbitkan

izin Penyetenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di

atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang lzin

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB CAHAYA BUNDA.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

ll dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomot 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2414 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

"2-

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor
24il;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3485);

7. Peraturan Pemeritah Nomor 5 Tahun 2A21 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 16);

9.Keputusan  Menteri  lPendidikan  Nasional  Republik  indonesia  Nonnor
060ノ lJ/2002 tangga1 26 Apri1 2002 tentang IDedOrnan lDendirian sekOlah:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor I
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2A16, tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor A7 Tahun 2420 tentang
Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor 7);

13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779|KPTS-DPMPTSP|2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

ivierΥlberikan izin kepada sdr. Fυ ヽ
.TNA untuk izin Penyelenggaraan Satuan

Pendidikan Non Fornlal :

Nama                 : KB CAHAYA BUNDA
Alamat               : JLN.PALEMBANG ― JAMBI KM 102

DESA  BABAT  RAMBA  JAYA
KECAMATAN   BABAT   SUPA丁
KABUPATEN MUSI BANYUASiN

NOrnOrlnduk Berusaha(NIB)   :  1702220013972
NPVVP                   i 317995165.314-000
Penlegang izin lPenyelenggaraan lSatuan lPendidikan Non Forrnal lく elonnpok

Bermain(KB)diwaibkan:
1.  Mentaati dan rnelaksanakan peraturan yang beriaku dalarn Penyelenggaraan

Kelompok Berrnain(KB)sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas

NOFnOr 0468ノ U/1992:

KEDUA



う
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2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses

pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau

kepemilikannya, maka surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak
berlaku lagi;

5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan
kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditerbitkan.

Diterbitkan di:Sekayu
Pada tanggal:20 Mei2022

8.n. BUPATI MUSi BANYUASiN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN pELAVANAN TERPADU SATU PlNTU
KABUPATEN MUSIBANVUASlN
lelal、 ●itandatangani setara elektro● lk● loト
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尋
H. R:Kl,UNAlDI,AP.,M.51
197406151993111001

KIEPALA DlNAS P[NA‖AMAN F縣ODAL DA‖

PELAYA"A卜I IRPADU SATU Pi燿 IU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 20{6 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik.


